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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa pada saat ini masih ada jual beli tanah 

di bawah tangan di Desa Mulur Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo dan 

bagaimana akibat hukumnya, mengetahui cara penyelesaian terhadap jual beli tanah di 

bawah tangan dan cara untuk memperoleh alat bukti berupa sertipikat. Penelitian ini 

menggunakan metode yuridis empiris dalam kaitannya dengan permasalahan dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab adanya permasalahan-permasalahan 

yang timbul dalam praktek jual beli tanah di bawah tangan dan akibat hukumnya. Hasil 

penelitian membuktikan bahwa Akta jual beli tanah yang dibuat PPAT dan PPAT 

Sementara berfungsi untuk memastikan suatu peristiwa hukum dengan tujuan 

menghindarkan sengketa. Dalam praktiknya sering kali dalam transaksi jual beli tanah 

sebelum dibuatkan akta, yakni pada waktu pemeriksaan status tanah, diketahui bahwa 

terdapat data-data yang dipalsukan, sebab data-data yang diajukan oleh penghadap tidak 

sama dengan data-data dalam buku tanah.  Sedangkan dalam transaksi jual beli tanah 

yang telah dibuatkan akta oleh PPAT atau PPAT Sementara kemungkinan bisa timbul 

permasalahan,  kemungkinan data yang sengaja dipalsukan oleh pihak penjual akan 

terungkap sebelum dibuatkan akta oleh PPAT maupun PPAT Sementara. Hal yang 

membuat akta jual beli tanah dibawah tangan terjadi masalah disebabkan antara lain: 1) 

Penjualan harta bersama tanpa persetujuan istri. 2) Penjual memalsukan Kartu Tanda 

Penduduk (KTP) sesuai yang ada dalam sertifikat. 3) Nama penghadap tidak sama dengan 

nama pada sertifikatnya. 4) Sertifikat ganda. Dalam hal ini, PPAT atau PPAT Sementara 

dapat dikenakan pidana karena turut serta melakukan perbuatan, yakni dalam hal 

pembantuan, PPAT atau PPAT Sementara dijatuhi maksimum pidana pokok terhadap 

kejahatan, dikurangi sepertiga, misal kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana 

seumur hidup, dijatuhi pidana penjara paling lama lima belas tahun. Seseorang yang 

dikatakan turut serta melakukan perbuatan apabila seseorang tersebut mempunyai 

kesengajaan dan pengetahuan yang disyaratkan. Pejabat Pembuat Akta Tanah atau 

Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara juga dapat dikenakan Pasal 263 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP). Cara penyelesaian jual beli tanah di bawah tangan di 

Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo terdapat tiga cara yaitu melalui kepercayaan, 

selembar kwitansi dan dihadapan Kepala Desa. Untuk memperoleh alat bukti berupa 

sertipikat, PPAT membuat akta jual beli terlebih dahulu. Kemudian dibuat sertipikat 

tanah yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah 

 

Kata Kunci : Praktek Jual Beli Tanah Dibawah Tangan 
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ABSTRACT 

 

This study aims to find out why at present there is still buying and selling land 

under the hands of Mulur Village, Sukoharjo Subdistrict, Sukoharjo Regency and 

how the legal consequences are, knowing how to settle the sale of land under the 

hands and how to obtain evidence in the form of certificates. This study uses an 

empirical juridical method in relation to the problems in this study is to find out 

the causes of problems that arise in the practice of buying and selling land under 

the hands and the legal consequences. The results of the study prove that the land 

sale and purchase deed made by PPAT and PPAT Temporarily serves to ensure a 

legal event with the aim of avoiding disputes. In practice, often in land purchase 

transactions before the deed is made, namely when checking land status, it is 

known that there are forged data, because the data submitted by the viewer is not 

the same as the data in the land book. Whereas in land sale and purchase 

transactions that have been made deed by PPAT or PPAT While problems may 

arise, the possibility of data that is intentionally falsified by the seller will be 

revealed before the deed is made by PPAT or PPAT Temporarily. The thing that 

makes the deed of sale and purchase of land under the hand is a problem caused, 

among others: 1) The sale of shared assets without the consent of the wife. 2) The 

seller falsifies the Identity Card (KTP) in accordance with the certificate. 3) The 

addresser's name is not the same as the name on the certificate. 4) Double 

certificates. In this case, Temporary PPAT or PPAT can be subject to criminal 

acts for participating in acts, namely in the case of assistance, PPAT or PPAT 

While the maximum principal is imposed against crime, reduced by one third, for 

example a crime is threatened with capital punishment or life sentence, sentenced 

to prison at most fifteen years. Someone who is said to take part in an act if 

someone has intentions and required knowledge. Land Deed Makers or 

Temporary Land Deed Officers Officials may also be subject to Article 263 of the 

Criminal Code (KUHP). The way to settle the sale and purchase of land under the 

hands in Sukoharjo Subdistrict, Sukoharjo Regency, is three ways, namely 

through trust, a receipt and before the Village Head. To obtain evidence in the 

form of a certificate, PPAT made a sale and purchase deed first. Then a land 

certificate was made in accordance with Government Regulation Number 24 of 

1997 concerning Land Registration 

 

Keywords: Land Sale Under Hand Practice 
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